PROVINSI JAWA TIMUR

PERATU
RAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR /2 TAHUN 2017

TENTANG
HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang

.i Mengingat

43
DIBATLARAPEROA 1 TTAHAP WIRAPERDA HA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Angpota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

1. Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan

Prop
Tahun 1950 Nomor 41}, sebagaimana telah diubah dengan

insi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia

UndangaUndang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Ratas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat Il
gurabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor

Tahun 1950 tentang
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

12 Pembentukan Daerah-Daerah kota
Besar Dalam
T h, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
Eng&l '

Negara Republik Indonesia Tahun 1965

{Lgmijarﬂﬂ
rambahan Lembaran Ne

‘6 gara Republik Indonesia
Nomor 1.

Nomor 2730);
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Undang-y
&-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

: gara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47 Tamb

Republik Indonesig Nomor 4266);
4. Undang-Undang

ahan Lembaran Negara

Wi Nomor 1 Tahun 2004 tentang
rben

5 jt-lharaan Negara (Lembaran Negara Republik
ndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

S. Undang—Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Inodnesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia

Nomor 5234);

8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan PerWakilan Rakyat
e

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Tambahan Lembaran Negara Republik
gaimana telah diubah dengan

Daerah

Nomor 182,
esia Nomor 5568), seba
Tahun 2014 tentang Perubahan

|7 Tahun 2014 tentang

Indon
Undang-Undang Nomer 42

Undang Nomor

dang- :
atas Un aratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Majelis Permusya¥

wan Perwak -
Rakyat, De ; [mmhafﬂ" Negara Republik Indonesia
Rakyat Dacr

9014 Nomor 383, Tambahan Lembaran R
Tahun i
Republik Indonesia Nomor 5650)

ilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
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9. U“daﬂg-u ndang

Nomor 93
Pemeril‘ltahan Tahun 2014 tentang

Indonesia TahunD:tE)];a4hN (Lembaran  Negara  Republik
Negara Republik |ng urmcr i danbalisalicriheien
telah  diuban neonesia Nomor 5587), sebagaimana
Undang_undﬂng 7 hﬁbem?a kali,  terakhir  dengan
i Wi mor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

_ ang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

I3
ahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesai Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6067);

13 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden

N 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
omor

12 Tahun 2013 tentang
Pe

Jaminan Kesehatar e

016 Nomor 42);
Tahun 2 . Nomor 87 Tahun 2014 tentang

raturan Presiden Nomor
mbaran Negara Republik Indonesia

|4 peraturan Preside

pelaksanaan Undang-Undang Nomor
Peraturan 5011 tentang Pembentukan Peraturan
12 Tahun A (Lembaran  Negara  Republik
Pgrundﬂﬂg'u

199);
Indonesia Tahun 2014 Nomor |
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, | Pengelolaan Keuangan  Daerah,
elah diubah beberapa kali

Peraturan Me |
nteri Dalam Negeri
egeri No
tentang P i

sebagaiman
a
terakhir dengan

21 Tahun 2011

erubah :
) _. an Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
egert  Nomor 13 Tahun 2006
Keuanga 1

gan Daerah {Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 902);

tentang Pengelolaan

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1067);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSHAN:

SENTANG HAK KEUANGAN DAN

sRAH
Mm&uﬂpkan . PERATURAN DAE ANGGOTA  DEWAN

DAN
ADMIMSTRATIF lemml;r;H
PERWAKILAN RAKYAT DAE :

BAB |

IQETENTUAN UMUM

i yang dmmksud dengan
hoant

, aera
yran P e Malang

Dalam Peratt Kabup
alah

: 1 adald
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Pemerinta
h Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah

sebagaj
agafl unsur Penyelenggara pemerintahan daerah,
Bupati adalah Bupati Malang,

Dewan |
Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
yang  berkedudukan

sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang
jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang

jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur
pelayanan administrasi dan pemberian dukungan
terhadap tugas dan fungsi DPRD.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah vyang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan

peraturan daerah.

BAB I
PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN,
DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

penghasilan pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 2

lan Pimpinen dan Anggota DPRD terdiri  atas
a
(1) Penghasi

penghaailan .
a. APBD, meliput: :
| 4 uangrepresentash

yang pajaknya dibebankan pada:

o tunjanga’ JoeInarER
J ras;
3 1;1.1I'!‘.Ia""'sﬂ'r1 ho
A PROPENTEMPURAANGE TELAH FASLITASTRARERDALADI of
GO
paapRUAN DAN




12)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

AU APE s 01 FiTAHAR TIRAPERDA HAK

uang paket:
tunjangan jﬂbalan;

it
unjangan glay kelengkapan' dan
tunj 7

4.
9,
6.
i

. angan alat kelengkapan lain.
Pimpinan dan Anggota
meliputi:

I

2

b.
DPRD yang bersangkutan,

tunje ikasi
njangan komunikasi intensif, dan

tunjangan reses,

Pem '
bebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan

Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dar : ' :
1 huruf b dilakukan sesyai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 3

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam FPasal
2 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD.

Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok
Bupati.

Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan
puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

ntasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh

Uang represc

1 persen) dari uang representasi Ketua DPRD
11T ‘

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

pasal 4

keluarga dan tunjangan beras sebagaimana
n ke

Tunjanga
alam Pasal 2 ayal

dimaksud d
angka 3 dibe
Anggota DPRD.

(1) huruf a angka 2 dan

{kan setiap bulan kepada Pimpinan dan
rikan SEt

area dan funjangan beras bagl Pimpinan dan
TRRioAEE: kel mya engan tunjangan keluarga
pPRD besarizs = iy
peras bagl pegawal

an peru ndang-undangan.

sama d

Anggota aparatur sipil negara

dan tunjangal

-
i dengan etentuan peratu
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Pasal 5

Uang paket Sebagaimana dimaksug

huruf a angka 4 dibec

Anggota DgPRD ::E:'lkan setiap bulan kepada Pimpinan dan
sar  10% .

representasi yang bersangkutan S sl e

dalam Pasal 2 ayat (1)

Pasal 6

rl‘unjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2_ a:f?.t (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat
puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 7

(1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat
kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (1) huruf a angka 6 dan 7 diberikan setiap bulan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam
Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan
Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, atau
alat kelengkapan lain.

(2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat
kelengkapan lain diberikan dengan Kketentuan, untuk
jabatan: _

Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);

ebesar 5 (lima persen);
(empat persen); dan

a.

b. Wakil Ketua, S

Sekretaris, sebesar 4%
d. anggota, sebesar 39, (tiga persen).
dari tunjangan jabatan Ketua DPE-ED. '

anean alat kelengkapan lain se

(3) Tunjang .+ orikan selama alat kelengkapan

pada ayat (1) dan ayat (2) dibe

terbentuk dan melaksanakan tUgas.

C.

agaimana dimaksud

lain
pasal 8

intensif sebagaimana dimaksud

) huruf b angka 1 diberikan seuap

(1) Tunjangan an
dalam pasal 2 aya - oria kepada Pimpinan dan
enin

Kot u n]_l{a Ei

bular

Anggota DER: s sebagaimana
o diberi

dimaksud dalam Pasal
kan setiap melaksanakan




(3) T‘lfnjangan kKomunikas;
diberikan sesuaj
(4) Kemampuan key

ayat (3) ditenty

besaran penda

intensif dan

de tunjangan reses
ngan kemampuan keu

e : angan daerah.
sebagaimana dimaksud pada
kan berdasarkan hasil perhitungan atas
L]Jatan umum daerah dikurangi dengan
. ! aparatur sipil negara dan dikelompokkan
. tiga) kelompok, yaity tinggi, sedang, dan rendah.
Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan
reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2]

dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan
keuangan daerah:

dalam 3 (
(9)

a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali;
¢. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali;
dari uang representasi Ketua DPRD.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tunjangan Komunikasi
Intensif, Tunjangan Reses, dan Kemampuan Keuangan
Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 9

(1) Tunjangan kesejahteraan Eiipinsh Rdanaoneessa, BERR

terdir atas:
a. jaminan kesehatan;
b. jaminan kecelakaan kerja;
c. jaminan kematian; dan
| i ibut.
ian dinas dan atn . L
h pakm jangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud
g m? (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan
pada aya ’ '
iahteraan berupa: |
keseja];ah negara dan periengka.pannya,
a, ru : .
b, kendaraan dinas jabatan; dan

angga. . .
umah t keﬁjahtﬂrﬂ an sebagaimana dimaksud

DPRD dapat disediakan tunjangan

c. belanjaf
(3) Selain tunjangan ta
pada ayat (1) onge

kesejahteraan berupd-: lengkapannya; dan

a. rumah negara dan S ~

JPURNAANEETELAH FASLITASIRAPERDA.JAD

pPROPENTE
ANGEOTA
ppriAt DAY
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(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

Jaminan kege

9 ayat (1) hu:;taan d#bégajmam dimaksud dalam Pasal

Badan Pen};eleng a lhEnka-n dalam bentuk iuran S
8Aara  Jaminan Sosial Kesehatan sesuai

Peraturan Perundang-undangan.

AN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

stri :
: dan anak sesuai dengan ketentuan
Selain jami e
: Jaminan kesehg

tan
avat (i seba

dengan ketentuan
Jaminan kesehat

peraturan perun

gaimana dimaksud pada

Pimpi
piman  dan  Anggota DPRD disediakan

pemeriksaan
status keseh kt‘seh_atan yang bertujuan untuk mengetahui
atan di luar cakupan pelayanan kesehatan vang

diberik
X an oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan.

Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada

alfat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan
dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan
anak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Kesehatan diatur
dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Jaminan Kkecelakaan kerja dan jaminan kematian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan

huruf ¢ diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja

dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang*undangﬂn-

Ketentuan lebih Janjut mengenai Jaminan kecelakaan kerja

dan jaminan kematian diatur dalam Peraturan Bupati,

pasal 12

tribut pimpinan dan Anggola DPRD

Pakaiﬂ-rl ::: dimakﬂlld dalam pasal 9 ayat (1) huruf d
sebagalm
terdiri atas: disediakan 2 (dua) pasang dalam

a. pakaian SiPi harian

| (satu) tahu;iresmi disediakan | (satu) pasang dalam

b pﬂ_k.ﬂ.iﬂn sip
1 (satu) mﬂn ' ngkap disediakan 2 (dua) pasang dalam

: i

C. pa](aJﬂn sip
5 []1[‘115-] tahurh ARSI TELAN FASIITAS\RAPERDAAD! rt




(2)

(3)

(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

EE
B YL AP ERTIA 01 TVTAHAP IINRAPERDA AR

d. pakaian dj
ina
pasang dalar: ]h ?;E:ﬂllmgan panjang disediakan 1 (satu)
uj tahun: d
€. pakaian yan ; dan
SaraA E bermnkan khas daerah disediakan 1 (satu)
g dalam 1 (satu) tahun

Pakaian din
as d; :

(1) disediakan 'ilidn atribut sebagaimana dimaksud pada ayat
fektivi €Ngan mempertimbangkan prinsip efisiensi
elektivitas, dan kepatutan - ,

Ketentuan ; i
mengenai standar satuan harga pakaian dinas

dan ' i
atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas
jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2]
huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai
standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan
bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-u ndangan.

Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta
kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta

kendaraan dinas
pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya

jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat

1) dan .
| ]bagaimﬂ_ﬂa dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada
S5
APBD. | |

smni DPRD berhent atau berakhir masa
Dalam hal Pimpinan

ara dan perlen gkapannya serta kendaraan
A b dikembalikan dalam keadaan baik
Daerah paling lambat 1 (satu) bulan
tau berakhirnya masa bakti,
g disediakan rumah negara

bakti, T h
dinas jabatan W&
da pemerintah
henti &

ta DPRD yan
erhenti atau berakhir masa bakti,

kepa
sejak tanggal ber

Dalam hal Angeo

b
dan Perlengkﬂpa”nyﬂ

ra dan per
4 paik kepada Pem
k tanggal berhenti atau

ieﬂgkﬂpann}'a “’ﬂjih d'ikf.‘l‘!lbﬂlikﬂh
rumah ne erintah Daerah paling

dalam keadaarn
jambat ! (saty)

baktl.
perakhirny& B e rEMPIRARNSE
L ANGAN FW““""M*

pulan sejd
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(1)

(2)

(1)

(3) Tunjangan perumaha

(4) Tunjangar S

pada ayat (5) dan ayat (6)

keten
undangan. tuan  peraturan perundang-

Pasal 14

Rumah ne

jabatan }E?: ?j?:e:j:z:gkapann?ra serta kendaraan dinas
Pasal 13 tidak dapat S Ehagam,mna dimaksud dalam
dipindahtangankan dpa. disevabelilcan, Sdizunausanaen,

, dan/atau diubah status hukumnya.

S.truktur dan bentuk bangunan rumah nf:garav yang
disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak d-apal
diubah.

Pasal 15

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan

rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan

NDPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang

bersangkutan diberikan  tunjangan perumahan dan

gan transportasl.
al pemerintah Daerah b
Anggota DPRD sebagaimana dimaksud

tunjan
elum dapat menyediakan

Dalam h

rumah negara bagl

kepada yang bersangkutan dapat diberikan

dalam pasal 13,
lhan.
n dan tunjangan transportasi bagi

an pDPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

alam bentuk
ai ranggal pen

ymahan seba

Pimpin :
bayarkan setiap bulan

diberikan d

pang dan di
b g mul gucaparn sumpﬂhfjanji.

terhitun :
gaimana dimaksud pada ayat (2)

bagi Anggota DPRD

dan tunjanga’ transports |
dimﬂksud dalam pasal 9 ayat (3) diberikan
imana |
sebagalma ng dan dibayarkan setiap bulan terhitung
i




Rumah

tunjangan transportag;
Pasal 16

negara d
an perlengkapannya serta kendaraan dinas

jabatan sebagaij i
gaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan

perumahan dan 1
tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud

dalam '
Pasal 15 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan

Anggota DPRD secara bersamaan.

(1)

(3)

Pasal 17

Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan

kewajaran,
berlaku, dan s

negara sesuai den

rasionalitas, standar harga setempat yang

tandar luas bangunan dan lahan rumah

gan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud

Besaran

dalar Pasal 15 harus

rasionalitas, standar
ketentuan peraturan perundang-

memperhatikan asas kepatutan,

CenniaTen harga setempat yang

undangan. :
ga ahan yang dibayarkan harus

pjangan peru
tuan harga sewa rumah yang

bagi Pimpinan dan

Besaran tu

sesuai dengan

tidak term

gtandar sé
mah negara
asuk mebel, belanja listrik, air,

Anggota DPRD:
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(9]

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Uang Jasa Pengabdian Fi?

(1) Pimpinan

Dy, ELJANGAN
'W’Eﬂmm1mManmlW

berlakuy Untuk gtang B4 sewa kendaraan yang

PImpinan dan ap * Kendaraan ginag jabatan bagi
BBOta pp :

perawatan danp biaya Dperasiunz}' idak termasuk biaya

kendaraan dinas jabatan.
ahan dan tunjangan transportasi

An i
Egota DPRD tidak boleh melebihi besaran

lanjut mengenai besaran tunjangan

perumahan :
dan tunjangan transportasi diatur dalam

Peraturan Bupati,

Pasal 18

Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (2) huruf c disediakan dalam rangka menunjang
pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah
tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan
daerah.

Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam

program dan kegiatan Sekretariat DPRD

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kebutuhan

minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3]

diatur dalam Peraturan Bupati.
Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas

dan perlengkapannyd, tidak diberikan belanja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Dalam hal
rumah negara
rumah tanggad

9 ayat (2) hurufc.

Bagia_n Ketiga
piﬂﬂ.n dan Anggﬂ[ﬂ

pasal 19

oPRD yang meninggal duria atau
atau Anggo® T L uang jasa pengabdian.




(2)

(3)

(4)

(5)

(1)
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Besaran Hang jasa pen

Babdian seh i !
(1) diSEsuaikan i dgaimana dimaksud pada

Angpota DPRD, dengan ke

tentuan:
A masa hakt

| kurang  dary
(satu) tahun, diberikan uang

‘I .
(satu) bulan Uang representasi

atau  sampai dengan

Jasa pengabdian sebesar

;.
b. masa bakti |
K] i
. Sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang
sh .
Pengabdian  sebesar 2 (dua) bulan uang
reépresentasi;
c. ¢ I s i
masa bakti sampaij dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang
Jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
d.

masa bakt sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan

uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang

representasi; dan

€. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan
uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling
banyak 6 (enam) bulan uang representasi.

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia,

uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan kepada ahli warisnya.

Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang

bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan

dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB Il

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

pasal 20

' PRD disediakan untuk
: kegiatan D
nunjang
we fungsi, tugas,

Belanja
menduk

dan wewenang DPRD
ung kelancarall
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dan kemasy arakatan: dap

Program J1aip S€suai dengan

fungsi ;
Wewenang DPRp. ungsi, tugas, dan

h- -
dana operasiona] Pimpinan DPRD:
emb ’
i ] entukan kelompok pakar atau tim ahli alat
elengkapan DPRD:
d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
&

belanja Sekretariat fraks;

Belanj ' i
#Ma penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun berdasarkan

(2)

rencana kerja yang ditetapkan
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a
diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan
kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk
menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan
representasi. pelayanan, dan Kkebutuhan lain guna

melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil

(etua DPRD sehari-hari.
Ketu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

: erasiﬂﬂal
(2) Dana OP n kemampuan keuangan daerah.

! 1y sual denga
diberikan ;Ean dana operasional sebagaimana dimaksud
(3) Pengangs

: 1] dan ay : :
Padﬂ Eljflﬂ.l[:PLD dengan ketentuan sebagail berikut;
Selkretars

kelompok kemampuan keuangan
rp, dengan
a. Ketua DP

daerah
1. tinggl P

at (2) disusun secara kolektif oleh

6 (enam) kali;
paling panyak 4 (empat) kali

kali;
dah, palng banyak?{“m
S rESf.'ntasi Ketua DPRD.

aling panyak

3.

YEMPURNARNSETELAH FASLITASINAAPERDIA-JADH rif
ANGGOTA OF
H,mﬂ.ﬂ-l

PP
VAK KEUANGAR
BB URAPE RO 201 TiTAHAP IRAPERDA




16

DPRD
keuangan daerah: “Rengan kelompok kemampuan

= Linggi) Palin

parg banyak 4 (empat) kali:

E‘ng banyak 2,5 (dua koma lima) kali;
. paling banyak L5 (
arl uang representas;
Pemberian dana Operasio
ayat (3) dilakukan setiap
a. 80% (delapan

satu koma lima) kali;
Wakil Ketua DPRD.

nal sebagaimana dimaksud pada
bulan dengan ketentuan:

(4)

Puluh persen) diberikan secara sekaligus
: untuk semua biaya atay disebut lumpsum; dan
¥
. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana
Operasional lainnya.

(5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah

pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun
anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening
kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun
anggaran berkenaan.

(6) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk
keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan
penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat,

efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana operasional

Pimpinan DPRD diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

tim ahli alat kelengkapan DPRD

ar atau
(1) Kelompok pak am Pasal 20 ayat (1) huruf ¢

imana dimaksud dal

tertentu pa
an dalam disiplin ilmu vang sesuai
fungsi, tugas, dan

sebaga

kar atau ahh yang
jumlah
pakan S€]

meru

kebutuhan .
yang tercermin

] kebutuhan o
DPRD sesual . an alat kelengkapan DFRD.

pimpinan fraksl, . alat kelengkapan DPRD
pakal‘ At paling banyak 3 (tiga)

pelaksanaan
dalam alat kelengkapan

DPRD atas usul anggota,

dengan

LL
(2) Kelompok

: dim
sebagaiman® = p alat Kelengka

orang untuk s -
GE TELAH FASLITASNRAPERDA-JADH i

Nﬁﬂﬂrnw

Ay DAN A
By R HAK KEUANGAN
RAPERGA D) ITAHAP ITRAPE T
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{3} Kﬁiﬂmpok
pPakar ata :
diangkat ¢ ) Y4 tm ahli alat kelen
: PRD
an dlberhenukan dengan Keputuiap;nkrztaﬂ
n Se s

(4) Pembayaran kompensas;

dengan kebutuhan DPR

dapat dilakukan dengan
bulan.

D atau kegiatan tertentu DPRD dan
harga satuan orang hari atau orang
5) K - !
i ks;:;tlﬂlnp;lf:;hatizném a]‘:‘fngenai besaran komperltsaai
dhinm e m‘ li alat kelengkapan‘DPRD diatur
| pati dengan memperhatikan standar
keahlian sesuaj dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(6) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (1) huruf d merupakan tenaga ahli yang
disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan
mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang
mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan

memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan

gan kemampuan keuangan daerah.

fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
utusan Sekretaris DPRD.

nai besaran kompensasi tenaga

sesuai den
(2) Tenaga ahl
ditetapkan dengarn Kep

J ! ¥
‘etentuan lebih lanjut meng L

[3] :_}E] ﬁ"akﬁi diﬂtur d&]ﬂm Peraturarn Bupau dﬁ'ﬂga_n
ahli

: 1 i dengan ketentuan
3 tandar keahlian sesual
memperhatikan S

peraturan perundang-undangan.

ga ahli fraksi seba
i dengan ketentuan peraturan

gaimana dimaksud pada

(4) Pengadaan tena
di_lﬂ_kl.lkan sesua

ayat (1)
perundang'u“dmgan'
pasal 25
1eal sebagaimana dimaksud dalam
ab i dari anggaran Sekretariat

(1) Belanja gekretarl 't e dibiaya
pasal 20 ayat uhan D
. sesuai dengar ke

ke
kernamr-‘ uan ’ URNANNISE TELAH FASKLIT ASIVRAPERDA-JAD
t'“'*fuq,,pﬁ IILIM W oy
REWAGEDN FTAHAR JFRAPERDA HAR

pRD dan sesuai dengan




liputi .

Pa.npuu Tuang kerja pada Sekretariat
peraturan peryng ang- kantor sesuai dengan ketentuan
mobilitas, §-Undangan dan tidak termasuk sarana

pemenuhan kebutuhan
akan minum rapat fraksi
lingkungan kantor Sekretariat
kan prinsip efisiensi, efektivitas,

belanja alat tulis kantor dan m
yang diaelenggarakan di
DPRD dengan memperhati
dan kepatutan.

BAB [V
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 26

(1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa
pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja
penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja
DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan
anggaran satuan kerja perangkat daerah Sekretariat DPRD
serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perund
(3) Anggaran belanja .
ayat (1) merupakan bagian

APBD.

ang-undangan.
DPRD sebagaimana dimaksud pada

yang tidak terpisahkan dan

BAB V
I{ETENTLIAN LAIN-LAIN

pasal 27

ng diberhentikan sementara
sesuai dengan ketentuan
tetap diberikan  hak

Anggota DFRD 78
rwenang

undangan
berupé Uang representasi, uang

n beras, jaminan

(1) Pimpinan atat ar
pejabat yane =

erundang-ut
administratif
keluargs.
an kema[iﬂ.ﬂ

oleh
peratu Tarn

keuangan dan
tunjangan
dan jamin
mndﬂng'

tunjanga

gesual dengan ketentuan

paket,
kesehatan,
peraturaﬂ pe€

gy LIANGAN
TIRARERGA G TiTAHAR IHRAPERDA HAR i
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[23 Da]am hal P‘].l'n X
ina ;
dari 30 ( PRan iDPRD berhalangan sementara lebih

tiga py] .
i N Puluh) hgar dan diangkat pelaksana tugas
an :
RD oleh Pejabat yang berwenang sesuai derigan

Pimpinan DpRrp tersebut

ketentuan
undangan, pelaksana tugas
diberikan hak keuangan dan

admini ‘ i
Imstranf yang d]pergamakan dﬁﬂgﬂ.ﬂ F[mplnﬂ_n DPRD

definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu)

bulan berikutnya

BAB V]
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2004 Nomor 4/A), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Malang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
L

D Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
ewan

Mal Fahun 2007 Nomor 2/A), sepanjang mengatur meng i
alang r .
! | . I | 1‘ﬂ.ﬂ Plflggﬂtﬂ DPRD.'
hak keuarn an dan admlmsi_ratlf Pimpinan
g

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

pasal 29

' laksanaan dari Peraturan Daerah
. gebagal P€
n Bupatl

Peratura bat 6 (enam) bulan sejak Peraturan

i 1Tl
i ditetapkan Paling -

Daerah ini diu ndangkan.

ANGGOTA Wﬁﬂ"ﬂﬂ.ﬂwﬂt TELAH FASLITASTRAPERDA-JAD| i
|H_mﬂm
AnGAH PP
Hﬂlm KEL!

BAYLRAPEROA IR0 TITAHAR HIRAPE




Agar  setia
P orang  mengetahuinya, memerintahkan

engundan
Z IE Ban Peraturan Daerah inj dengan penempatannya
alam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 3! ABUSTUS 2017

Diundangkan di Kepanjen

pada tanggal L gﬂ?ﬁl“ﬂﬁr& 2017

KABUPATEN MALANG

DIDIK BUDI MULJONO

lembaran Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2017 Nomor y Seri A

G NOMOR 265-12/2017
‘OREG N DAERAH KABUPATEN MALAN
‘U PERATURA L o "

HAK KELANGAH PAPRAL

LAH FASLITASIRAPERDA-JADI mf

CBA YL HAPERDA 01 TITAMAP INRAPERDA



I,

Peraturan Pemerintah Nomor

18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan hak keuangan dan administratif

didalam menyelenggarakan fungsinya sebagai pembentuk peraturan daerah,
fungsi pengawasan dan fungsi anggaran,

Materi muatan Peraturan Daerah ini juga menata sekretariat fraksi
melalui penyediaan sarana, anggaran, dan tenaga ahli fraksi oleh sekretariat
DPRD. Begitu pula dalam hal meningkatkan kualitas kinerja alat
kelengkapan DPRD diatur pula mengenai pembentukan kelompok pakar
atau tim ahli alat kelengkapan DPRD.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1) ' - | -
Yang dimaksud dengan “pajaknya” adalah pajak atas penghasilan
dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama
; Aarl .
e bentuk apa pun vang diterima atau diperoleh wajib
- enlt 3 .
oo ibadi dalam negeri sesual dengan ketentuan
. ribe
pajak orang P
an.
peraturarn Pfrunda”g'undang%
Ayat (2)
Cukup jelas.

Cukup jelas.




pasal 4
Ayat (1)
Tunjangan k
- eluarg;
T :r:d diberikan  dalam bentuk tunjangan
DPRD yang memilik'ﬁ-mgdn anak kepada Pimpinan dan ﬁ:ﬂE,’thd
; 1istri/suami
ketentuan peraturan perundan an anak yang sah berdasarkan
Avat (2) B-undangan.
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Avat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang di
lc mengetahul status

eriksaan kesehatan yang bertujuan

maksud dengan “pem
kesehatan” adalah medical check up.

untu
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.




pasal 12
Cukup jelas.

]:las.al 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan « adalah ba.
ngunan yang
h dan berfungsi sebagai tempat tinggal

sarana pembinaan keluar )
| a serta an
pelaksanaan tugas Jabatan g il

Ayat (2)

Cukup jelas,
Ayat (3)

Cukup jelas.
Avyat (4)

Cukup jelas.
Ayat (9)

Cukup jelas.
Avat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.

atau hunian dan

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) : perumahan dan tunjangan transportasi bagi Anggota
E’;:lznjj':k berlaku surut.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas




Paga,l 1 6‘

atau dipakai rumah negara dan
an di i
dinas jabatan maka tidak dapat

- :
dan tunjangan transportasi, begitu

perlengkapannya serta kendar,

1 g a
diberikan tunjangan Perumahg
pula sebaliknya.

Pasal 17
Cukup jelas,

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Belanja penunjang kegiatan DPRD bukan untuk mendanai

pembayaran uang lelah /insentif/uang kehormatan/uang saku
atau sejenisnya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan DPRD.

Ayat (2)
Cukup jelas,

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud d
berbagai informasi dan Ppe
melaksanakan dan menyos
seluruh Anggota DPRD.
Yang dimaksud dengan

keamanan, )
HPRD dan walkil

engan “representasi" antara lain menyampaikan
rmasalahan yang ada di masyarakat,
jalisasikan kebijakan DPRD kepada

“pe]ayanan' antara lain untuk pelayanan,
rtasi guna mendukung kelancaran tugas

ketua




Yang dimaksyg

mengikuti

dengan “kebutuhan lain”

antara lain untuk

upacarg kene = | _- !
Baraan, upacara per adi
daerah, pe} p peringatan hari j

konsultasi kepada kepala daerah

dan tokoh masyarakat, menjadi
bantuan kepada masy
insidental.
Avat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

antik :

a0 pejabat daerah, melakukan koordinasi dan
» Musyawarah pimpinan daerah,
juru bicara DPRD dan pemberian

arakat/ke]nmpok masyarakat yang sifatnya




Cukup jelas.

Pﬁsﬂl 3 O
Cukup jelas




	1.pdf (p.1)
	2.pdf (p.2)
	3.pdf (p.3)
	4.pdf (p.4)
	5.pdf (p.5)
	6.pdf (p.6)
	7.pdf (p.7)
	8.pdf (p.8)
	9.pdf (p.9)
	10.pdf (p.10)
	11.pdf (p.11)
	12.pdf (p.12)
	13.pdf (p.13)
	14.pdf (p.14)
	15.pdf (p.15)
	16.pdf (p.16)
	17.pdf (p.17)
	18.pdf (p.18)
	19.pdf (p.19)
	20.pdf (p.20)
	21.pdf (p.21)
	22.pdf (p.22)
	23.pdf (p.23)
	24.pdf (p.24)
	25.pdf (p.25)
	26.pdf (p.26)

